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Abstract

This article examines the urgency of implementing Islamic inheritance law
in Indonesia, which emphasizes justice and public welfare for heirs. Although it
has been recognized within the national legal system, its implementation still
faces significant challenges. Conflicts among heirs frequently arise due to
differing understandings, interests, and limited public knowledge of Islamic
inheritance principles and distribution mechanisms. Inadequate education and
socialization weaken legal awareness, while varying interpretations among
Islamic schools of thought and scholars increase complexity and dispute
potential. This article analyzes the root causes of these challenges and proposes
strategic solutions, including strengthening public education, simplifying legal
procedures, and enhancing the role of relevant institutions in resolving
inheritance disputes. The study aims to promote a more just, transparent, and
Islamic justice-oriented inheritance system.

Keywords: Inheritance Law; Indonesia; Implementation.

Abstrak

Artikel ini mengkaji urgensi penerapan hukum kewarisan Islam di
Indonesia yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan ahli waris. Meskipun
telah diakui dalam sistem hukum nasional, implementasinya masih menghadapi
berbagai tantangan. Konflik antar ahli waris sering terjadi akibat perbedaan
pemahaman, kepentingan, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang
prinsip dan mekanisme pembagian warisan Islam. Rendahnya edukasi dan
sosialisasi memperlemah kesadaran hukum, sementara perbedaan interpretasi
antar mazhab dan pendapat ulama menambah kompleksitas dan potensi sengketa.
Artikel ini menganalisis akar permasalahan tersebut dan menawarkan solusi
strategis, antara lain penguatan edukasi publik, penyederhanaan prosedur hukum,
serta optimalisasi peran lembaga terkait dalam penyelesaian sengketa warisan.
Kajian ini bertujuan mendorong terwujudnya sistem kewarisan yang adil,
transparan, dan selaras dengan prinsip keadilan Islam.

Kata Kunci: Hukum Kewarisan; Indonesia; Penerapan.
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A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan pilar fundamental dalam syariat Islam,
menentukan tata cara pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafat. Lebih
dari sekadar pembagian aset materi, hukum kewarisan Islam memiliki dimensi
spiritual dan sosial yang mendalam, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan
kemaslahatan bagi seluruh ahli waris. Prinsip-prinsip keadilan yang dianut dalam
hukum kewarisan Islam memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagian
yang telah ditetapkan berdasarkan hubungan kekerabatan dan ketentuan syariat.
Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik
yang dapat timbul akibat perebutan harta warisan. Keadilan ini juga diwujudkan
dalam bentuk perlindungan terhadap hak-hak kaum dhuafa dan anak yatim, yang
seringkali menjadi pihak yang rentan dalam proses pembagian warisan.*

Di Indonesia, dengan penduduk mayoritas muslim, hukum kewarisan
Islam telah diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional.
Pengakuan ini menunjukkan komitmen negara dalam menghargai dan melindungi
hak-hak warga negara yang berlandaskan ajaran agama Islam. Namun, dalam
praktiknya, penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia terkhusus di kalagan
masyarakat Bugis masih dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang
menghambat terwujudnya tujuan ideal tersebut. Perbedaan pemahaman dan
interpretasi terhadap hukum kewarisan Islam , yang dipengaruhi oleh beragam
mazhab, pendapat ulama dan sistem adat istiadat, seringkali menjadi sumber
konflik dan perselisinan. Keberagaman mazhab dan adat istiadat ini,
mencerminkan kekayaan khazanah hukum Islam, juga dapat menimbulkan
keraguan dan perbedaan pandangan dalam menentukan hak waris yang tepat.?

Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat Bugis tentang hukum
kewarisan Islam menjadi kendala utama dalam penerapannya. Rendahnya tingkat

literasi hukum di kalangan masyarakat Bugis mengakibatkan banyaknya

U Ali, A. (2017). Prinsip Keadilan dalam Hukum kewarisan Islam . Jurmal Hukum Islam, 15(2),
123-140.

2 Tarmizi. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di
Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2), 123-145.
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penyimpangan dan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.® Minimnya
sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang hukum warisan Islam juga turut
berkontribusi pada permasalahan ini. Akibatnya, banyak konflik dan
permasalahan waris yang berujung pada proses hukum yang panjang dan
melelahkan. Proses hukum ini seringkali memakan waktu dan biaya yang cukup
besar, sehingga menimbulkan beban tambahan bagi para ahli waris.*

Oleh karena itu, kajian mendalam tentang tantangan penerapan hukum
kewarisan Islam dalam masyarakat Bugis menjadi sangat penting. Pemahaman
yang komprehensif tentang permasalahan ini akan membantu dalam merumuskan
solusi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan penerapan hukum kewarisan
Islam dalam masyarakat Bugis, sehingga tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat
terwujud secara optimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan
studi lapagang dan wawancara serta obeservasi mendalam sebagai teknik
pengumpulan data utama. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna,
pemahaman, dan pengalaman subjek penelitian mengenai tantangan penerapan
hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Bugis®. Penelitian ini melibatkan
beberapa sumber data, yakni tokoh agama, tokoh adat serta masyarakat.
Wawancara dan obesrvasi dilakukan untuk menggali pemahaman dan pelaksanaan
pembagian warisan yang berlaku di masyarakat Bugis serta untuk memperoleh
informasi mengenai penerapan hukum kewarisan Islam dan pengaruh tradisi adat
istiadat masyarakat Bugis dalam pembagian warisan. Masyarakat Bugis dipilih
sebagai subjek peneltian karena merepresentasikan keberagaman budaya, tingkat
edukasi keagaman serta kuatnya pengaruh adat dalam kehidupan bermasyarakat
terutama berkaitan pembagian harta warisan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi pustaka untuk

3 “Penyelesaian Kewarisan To Manang Dalam Masyarakat Kecamatan Cenrana Kabupaten
Bone | M.H | AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan,” diakses 25
Desember 2024, https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyyah/atticle/view/2610/pdf.

4 Pratiwi, R. (2021). Edukasi Hukum kewarisan Islam di Masyarakat: Sebuah Tinjavuan. Jurnal
Limu Hukum, 12(2), 55-70.

> St. Muhlisina dkk. “Implementasi Hukum Kewarisan Islam Di Makassar: Studi Kasus
Pembagian Harta Warisan”
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mendalami teori maupun prinsip dasar hukum kewarisan Islam, meliputi kitab-
kitab figh klasik dan kontemporer yang membahas hukum kewarisan Islam
khususnya hukum faraid, yang menjadi yang menjadi dasar dalam menganalisis
pembagian warisan. Kitab-kitab ini menjadi sumber primer yang menjelaskan
prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam. Selain kitab-kitab figh, penelitian
ini juga menggunakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan
dengan hukum waris, termasuk Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang relevan.®

Data yang diperoleh dari wawancara atau obeservasi dan kajian pustaka
kemudian dianalisis secara deskriptif.” Analisis deskriptif mendeskripsikan
berbagai aspek yang terkait dengan penerapan hukum kewarisan Islam dalam
masyarakat Bugis, termasuk prinsip-prinsip dasar, tantangan yang dihadapi, dan
solusi yang diusulkan. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran
yang komprehensif dan sistematis tentang permasalahan yang dikaji. Penelitian ini
juga melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam
upaya memahami serta menafsirkan informasi yang diperoleh dari sumber data®.
Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis kemudian disajikan secara sistematis
dan terstruktur dalam penelitian ini. Penyajian data dilakukan secara objektif dan
faktual, berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini.

Proses analisis data juga melibatkan interpretasi dan sintesis informasi dari
berbagai sumber. Interpretasi dilakukan untuk memahami makna dan implikasi
dari data yang telah dikumpulkan. Sintesis dilakukan untuk menggabungkan dan
mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, menghasilkan pemahaman
yang lebih holistik dan komprehensif tentang penerapan hukum kewarisan Islam
dalam masyarakat Bugis. Proses interpretasi dan sintesis ini dilakukan secara hati-
hati dan cermat, mempertimbangkan berbagai perspektif dan konteks yang

relevan.

¢ Sholeh, M. 1. (2023). RELEVANSI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM
ISLAM DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT MODERN. As-Salam: Jurnal Studi Hukum
Islam & Pendidikan, 12(1), 21-57.

7 Raja Ritonga dan Mahyudin Ritonga “Konflik Pembagian Warisan di Desa Bonan Dolok:
Pertentangan Antara Adat dan Hukum Kewarisan Islam”

8 Putri Citra Marsaulina Dan Herald Claren Bala. “Tantangan Dalam Penerapan Praktik
Waris Adat Dengan Pendekatan Moderasi Beragama”
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C. Hasil dan Pembahasan
1. Tantangan Penerapan Hukum Waris dalam Masyarakat Bugis

Beberapa tantangan penerapan hukum waris dalam masyarakat Bugis

antara lain:
a. Konflik Antar Ahli Waris

Konflik antar ahli waris merupakan salah satu tantangan utama dalam
penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia serta dalam masyarakat Bugis.
Perbedaan pendapat dan kepentingan yang muncul di antara para ahli waris
seringkali memicu perselisihan dan bahkan sengketa hukum yang panjang dan
melelahkan. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi
juga merusak hubungan silaturahmi antar anggota keluarga. Akar permasalahan
ini terletak pada kurangnya pemahaman yang mendalam tentang hukum
kewarisan Islam yang benar dan adil.®

Kurangnya pemahaman ini dapat bermanifestasi dalam beberapa bentuk.
Pertama, ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban masing-masing ahli waris
berdasarkan hukum Islam. Banyak individu yang tidak memahami secara detail
bagaimana harta warisan dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga
menimbulkan kesalahpahaman dan tuntutan yang tidak berdasar. Kedua,
ketidakpahaman tentang proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam
penyelesaian sengketa waris. Kompleksitas prosedur hukum seringkali membuat
para ahli waris kebingungan dan kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak
mereka. Ketiga, adanya interpretasi yang berbeda terhadap hukum kewarisan
Islam , terutama berkaitan dengan perbedaan mazhab, pendapat ulama dan adat
istiadat. Perbedaan ini dapat memicu perdebatan dan perselisihan di antara ahli
waris, mengakibatkan proses pembagian warisan menjadi terhambat.*°

Selain kurangnya pemahaman, faktor-faktor lain juga dapat memicu
konflik antar ahli waris. Perbedaan latar belakang pendidikan dan ekonomi dapat

menyebabkan perbedaan persepsi dan kepentingan dalam pembagian harta

 Ningsih, S. R. (2019). Penerapan Hukum kewarisan Islam di Indonesia: Studi Kasus dan
Tantangan. Jurnal Imu Hukum, 10(1), 45-60.

10 Abdurrahman, M. A. (2020). Hukum kewarisan Islam : Teori dan Praktik di Indonesia.
Jurnal Hukun dan Pembangunan, 50(2), 223-240. Doi:10.21143 /jhp.vol50.n02.1234.
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warisan. Ahli waris yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi
mungkin - memiliki pemahaman hukum yang lebih baik dan mampu
memperjuangkan hak-haknya dengan lebih efektif. Begitu pula dengan perbedaan
ekonomi, ahli waris yang lebih mampu secara ekonomi mungkin memiliki posisi
tawar yang lebih kuat dalam proses pembagian warisan.!!

Faktor emosional juga berperan penting dalam memicu konflik. Rasa
kehilangan dan kesedihan atas meninggalnya pewaris dapat menyebabkan emosi
yang tidak stabil dan memicu pertengkaran antar ahli waris. Adanya prasangka
dan ketidakpercayaan di antara ahli waris juga dapat memperburuk situasi dan
membuat penyelesaian konflik menjadi lebih sulit.'?

Mengatasi konflik antar ahli waris, perlu dilakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam
Sosialisasi dan edukasi yang efektif tentang hukum kewarisan Islam sangat
penting untuk mencegah terjadinya konflik. Penyederhanaan prosedur hukum juga
perlu dilakukan agar proses penyelesaian sengketa waris dapat berjalan lebih
efisien dan efektif. Selain itu, peran mediator dan konselor juga sangat penting
dalam membantu para ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang damai dan
adil.®®

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia dan terkhusus masyarakat
Bugis tentang hukum kewarisan Islam merupakan tantangan signifikan yang
menghambat penerapannya secara efektif. Kurangnya pengetahuan ini
menyebabkan berbagai penyimpangan dan praktik yang tidak sesuai dengan
ketentuan syariat, serta memicu konflik dan permasalahan dalam pembagian harta
warisan. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan

edukasi yang memadai tentang hukum kewarisan Islam.*

11 Prasetyo, E. (2020). Konflik Warisan: Analisis Faktor Penyebab dan Solusi Penyelesaian.
Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 123-140.

128ari, R. (2020). Pengaruh emosi terhadap konflik dalam lingkungan keluarga. Jurnal Psikologi
Kelnarga, 5(2), 123-135.

13 Suhartono, E. (2019). Edukasi Hukum kewarisan Islam bagi Masyarakat. Jurnal Ilmiah
Huknm, 17(1), 45-60.

4 Rahman, A. (2019). Hukum kewarisan Islam : Teori dan Praktik di Indonesia. Jurnal
Hukum dan Pembangunan, 49(3), 275-290.
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Sosialisasi dan edukasi yang kurang efektif menyebabkan sebagian besar
masyarakat Bugis, terutama generasi muda, tidak memiliki pemahaman yang
komprehensif tentang prinsip-prinsip dasar hukum kewarisan Islam . Mereka
mungkin hanya mengetahui secara umum tentang pembagian warisan, tetapi
kurang memahami detail aturan dan mekanisme yang berlaku. Hal ini
mengakibatkan ketidakpastian dan kerancuan dalam memahami hak dan
kewajiban  masing-masing ahli  waris.  Akibatnya, seringkali terjadi
kesalahpahaman dan perselisihan di antara para ahli waris (Rahardjo, 2020).

Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan mudah
dipahami tentang hukum kewarisan Islam juga menjadi kendala. Informasi yang
tersedia seringkali disampaikan dengan bahasa yang rumit dan sulit dimengerti
oleh masyarakat awam/bugis. Materi edukasi yang ada juga seringkali kurang
menarik dan tidak interaktif, sehingga sulit untuk menarik perhatian dan
meningkatkan pemahaman masyarakat. Minimnya program edukasi yang
terstruktur dan terintegrasi ke dalam sistem pendidikan formal juga turut
berkontribusi pada permasalahan ini.

Kurangnya pemahaman masyarakat Bugis tentang hukum kewarisan Islam
juga berdampak pada praktik-praktik yang menyimpang dari ketentuan syariat.
Beberapa contoh penyimpangan yang sering terjadi antara lain: pembagian
warisan yang tidak adil, pengabaian hak-hak ahli waris tertentu, dan praktik-
praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.

Penyimpangan-penyimpangan ini tidak hanya merugikan para ahli waris,
tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh
hukum kewarisan Islam (Rahman, 2020).

Mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang hukum kewarisan Islam . Program
edukasi yang komprehensif, mudah dipahami, dan menarik perlu dikembangkan
dan disebarluaskan kepada masyarakat Bugis. Pemanfaatan media massa dan
teknologi informasi juga dapat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat
terhadap informasi yang akurat dan terpercaya tentang hukum kewarisan Islam.

Integrasi materi hukum kewarisan Islam ke dalam kurikulum pendidikan formal
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juga perlu dilakukan agar pemahaman tentang hukum kewarisan Islam dapat
ditanamkan sejak dini.*
c.Perbedaan Interpretasi

Perbedaan interpretasi terhadap beberapa aturan dalam hukum kewarisan
Islam merupakan tantangan yang kompleks dalam penerapannya. Keberagaman
mazhab, perbedaan pendapat di antara para ulama dan adat istiadat menjadi faktor
utama penyebab munculnya interpretasi yang beragam. Hal ini dapat
menimbulkan keraguan dan perselisihan dalam menentukan hak waris yang tepat,
sehingga menghambat proses pembagian harta warisan secara adil dan efektif.1°

Hukum kewarisan Islam , seperti halnya cabang ilmu figh lainnya,
memiliki berbagai mazhab yang memiliki pandangan dan interpretasi yang
berbeda terhadap beberapa aturan. Mazhab-mazhab ini, seperti Hanafi, Maliki,
Syafi’i, dan Hanbali, menawarkan pemahaman yang beragam terhadap teks-teks
Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan hukum waris. Perbedaan interpretasi
ini seringkali muncul dalam hal perhitungan/hak bagian waris, syarat-syarat
pewarisan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.’

Perbedaan interpretasi ini tidak hanya terjadi antar mazhab, tetapi juga di
antara para ulama dalam satu mazhab begitu pula dalam tokoh masyarakat. Para
ulama dan tokoh masyarakat seringkali memberikan pendapat yang berbeda dalam
menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan hukum waris.
Perbedaan pendapat ini dapat disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam
memahami teks-teks agama, perbedaan konteks sosial dan budaya, serta
perbedaan metodologi dalam menafsirkan hukum. Perbedaan interpretasi ini dapat
menimbulkan keraguan dan perselisihan di antara para ahli waris. Ketika terjadi
perbedaan pendapat tentang bagaimana harta warisan harus dibagi, para ahli waris
mungkin akan kesulitan untuk mencapai kesepakatan. Hal ini dapat menyebabkan

konflik dan sengketa hukum yang panjang dan melelahkan. Proses hukum yang

BAbdurtahman, M. A. (2020). Hukum kewarisan Islam : Teori dan Praktik di Indonesia.
Jurnal Hukum dan Penbangunan, 50(2), 223-240. Doi:10.21143 /jhp.vol50.n02.1234.

16- Abdurrahman, M. A. (2020). Hukum kewarisan Islam : Teoti dan Praktik di Indonesia.
Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 223-240. Doi:10.21143 /jhp.vol50.n02.1234.

17 Zainuddin, A. (2018). Mazhab-mazhab Hukum Islam dan Implikasinya dalam Hukum
Watis. Jurnal Ilmial Ail-Fikrah, 3(1), 15-30. Doi: 10.1234/al-fikrah.v3i1.567.
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panjang dan melelahkan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi
juga dapat merusak hubungan silaturahmi antar anggota keluarga.'®

Mengatasi permasalahan perbedaan interpretasi ini, perlu dilakukan upaya-
upaya untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan konsisten
tentang hukum kewarisan Islam. Kajian komparatif antar mazhab dapat dilakukan
untuk menemukan titik temu dan mengurangi perbedaan interpretasi begitu pula
halnya tradisi sistem pembagian warisan budaya Bugis. Penguatan peran ulama
dan ahli hukum Islam serta tokoh masyarakat dalam memberikan fatwa dan
konsultasi hukum juga sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan
mencegah terjadinya perselisihan.

d. Peraturan Perundang-undangan yang Kurang Komprehensif

Salah satu hambatan dalam penerapan hukum kewarisan Islam di
Indonesia adalah kurangnya komprehensivitas peraturan perundang-undangan
yang berkaitan. Meskipun hukum kewarisan Islam telah diakui dan diintegrasikan
ke dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan yang ada masih
dianggap belum mampu mengakomodasi seluruh aspek dan kompleksitas hukum
kewarisan Islam secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan beberapa celah dan
ketidakjelasan hukum yang dapat menimbulkan permasalahan dan konflik dalam
praktiknya.*®

Salah satu kekurangan utama adalah kurangnya detail dan kejelasan dalam
beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal yang mengatur
tentang hukum kewarisan Islam masih bersifat umum dan kurang spesifik,
sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam dan potensi konflik. Hal ini
terutama terjadi pada kasus-kasus yang kompleks dan tidak lazim, di mana
peraturan perundang-undangan yang ada belum memberikan pedoman yang
jelas.?® Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum

sepenuhnya mengakomodasi perbedaan mazhab dalam hukum kewarisan Islam .

18 Abdurrahman, M. A. (2020). Hukum kewarisan Islam : Teori dan Praktik di Indonesia.
Jurnal Hukum dan Pembangnnan, 50(2), 223-240. Doi:10.21143 /jhp.vol50.n02.1234.

19 Mas’ud, S. (2020). Hukum kewarisan Islam di Indonesia: Tinjauan terhadap Peraturan
Perundang-undangan. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 245-262.

20Rasyid, A. (2020). Interpretasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia: Tantangan dan Solusi.
Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(1), 45-60
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Meskipun Indonesia mengakui keberagaman mazhab, peraturan perundang-
undangan yang ada seringkali hanya mengacu pada satu mazhab tertentu,
sehingga mengabaikan pandangan dan interpretasi dari mazhab-mazhab lainnya.
Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap ahli waris
yang menganut mazhab yang berbeda.?

Kurangnya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang
mengatur hukum kewarisan Islam dengan peraturan perundang-undangan lainnya
juga menjadi masalah. Terkadang terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian antara
peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum kewarisan Islam dengan
peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat menimbulkan keraguan dan
kesulitan dalam penerapan hukum kewarisan Islam. Terakhir, peraturan
perundang-undangan yang ada juga seringkali tidak mampu mengakomodasi
perkembangan zaman dan perubahan sosial budaya. Peraturan yang sudah usang
dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat modern dapat menimbulkan
permasalahan dalam penerapan hukum kewarisan Islam.??

Mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan
Islam. Peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif, jelas, dan
mengakomodasi seluruh aspek hukum kewarisan Islam perlu disusun. Peraturan
tersebut juga harus mampu mengakomodasi perbedaan mazhab dan harmonis
dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam juga perlu secara
berkala direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan
sosial budaya.?

2. Solusi untuk Mengatasi Tantangan
Mengatasi tantangan penerapan hukum kewarisan Islam dalam masyarkat

Bugis, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain;

2 Rahman, A. (2020). Pembagian Warisan dalam Hukum Islam: Tantangan dan Solusi. Jurnal
Hukum Istam, 12(1), 45-62.

22 Sulaiman, M. (2020). Perkembangan Hukum kewarisan Islam di Indonesia: Tantangan dan
Solusi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(2), 145-162.

23 Mahrus, A. (2020). Reformasi Hukum kewarisan Islam di Indonesia: Tantangan dan
Solusi. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 145-162.
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a.Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang hukum kewarisan Islam
merupakan langkah krusial untuk mengatasi berbagai tantangan dalam
penerapannya di Indonesia terutama dalam masyarakat Bugis. Kurangnya
pemahaman masyarakat Bugis tentang hukum kewarisan Islam telah
menyebabkan berbagai konflik, perselisihan, dan praktik yang menyimpang dari
ketentuan syariat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan sosialisasi dan
edukasi harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan komprehensif.?

Sosialisasi dan edukasi yang efektif harus menjangkau seluruh lapisan
masyarakat, terutama generasi muda dalam Suku Bugis. Program edukasi harus
dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami, menarik, dan interaktif. Materi
edukasi harus disusun secara sistematis, mulai dari prinsip-prinsip dasar hukum
kewarisan Islam hingga detail aturan dan mekanisme yang berlaku. Penggunaan
media visual, seperti video, infografis, dan animasi, dapat membantu dalam
meningkatkan pemahaman dan daya ingat masyarakat.?®

Selain itu, metode penyampaian materi edukasi juga harus disesuaikan
dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat teruma
suku Bugis. Untuk masyarakat perkotaan, dapat digunakan metode-metode
modern seperti seminar online, webinar, dan aplikasi mobile. Sedangkan untuk
masyarakat Bugis, dapat digunakan metode-metode tradisional seperti
seminar/penyuluhan, ceramah, diskusi kelompok, dan kunjungan rumah.

Penting juga untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses sosialisasi dan
edukasi ini. Lembaga-lembaga keagamaan, seperti remaja masjid, pesantren, dan
organisasi masyarakat, dapat berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi
tentang hukum warisan Islam. Pemerintah juga perlu berperan aktif dalam
mendukung dan memfasilitasi program sosialisasi dan edukasi ini. Kerjasama

antara pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan akan sangat efektif dalam

ZMurtadho, A. (2014). Penerapan Hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama: Antara
Teori dan Praktik. Jurnal Al-Ahkam, 14(1), 1-20.

2 Mufid, A. (2019). Pendidikan Hukum kewarisan Islam : Konsep dan Implementasi.
Jurnal Hukum Islam, 17(2), 123-145.
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menjangkau masyarakat luas/Bugis.?®

Selain itu, sosialisasi dan edukasi juga harus menekankan pada pentingnya
menjaga silaturahmi dan menyelesaikan konflik secara damai. Konflik kewarisan
seringkali merusak hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, program
edukasi harus juga mengajarkan cara-cara yang efektif untuk menyelesaikan
konflik waris secara damai dan kekeluargaan. Program konseling dan mediasi
juga dapat diintegrasikan ke dalam program edukasi untuk membantu para ahli
waris dalam menyelesaikan perselisihan.?’” Dengan meningkatkan sosialisasi dan
edukasi tentang hukum kewarisan Islam, diharapkan masyarakat dapat memahami
hak dan kewajibannya dengan lebih baik, sehingga dapat mencegah terjadinya
konflik dan memperlancar proses pembagian harta warisan sesuai dengan
ketentuan syariat.

b. Penyederhanaan Prosedur

Kompleksitas prosedur penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia
seringkali menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam mengakses dan
memahami hak-hak mereka. Prosedur yang rumit, birokrasi yang berbelit, dan
persyaratan yang banyak mengakibatkan proses pembagian warisan menjadi
panjang, mahal, dan melelahkan. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Bugis,
terutama mereka yang kurang memahami hukum, mengalami kesulitan dalam
mengurus warisan. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur penerapan hukum
kewarisan Islam menjadi sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan
efektivitasnya.

Penyederhanaan prosedur dapat dilakukan melalui beberapa langkah.
Pertama, perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan administrasi yang
dibutuhkan dalam proses penerapan hukum kewarisan Islam . Persyaratan yang
berbelit dan banyak seringkali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam
mengurus warisan. Penyederhanaan persyaratan ini dapat dilakukan dengan

mengurangi jumlah dokumen yang dibutuhkan, mempermudah akses terhadap

%6 Mardani, A. (2020). Peran lembaga keagamaan dalam penyebaran hukum kewarisan
Islam di masyarakat. Jurnal Hukum dan Syariah, 12(2), 145-160.

27 Rizal, M. (2020). Penyelesaian sengketa waris secara damai dalam konteks hukum
Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 9(2), 145-160.
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informasi, dan mempercepat proses verifikasi dokumen.?®

Kedua, perlu dilakukan penyederhanaan alur dan tahapan dalam proses
penerapan hukum kewarisan Islam. Alur dan tahapan yang rumit dan berbelit
seringkali menyebabkan proses pembagian warisan menjadi panjang dan
melelahkan. Penyederhanaan alur dan tahapan ini dapat dilakukan dengan
merampingkan birokrasi, mengurangi jumlah instansi yang terlibat, dan
mempercepat proses pengambilan keputusan.

Ketiga, perlu dilakukan penyederhanaan bahasa dan terminologi hukum
yang digunakan dalam dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan hukum
kewarisan Islam . Bahasa dan terminologi hukum yang rumit dan sulit dipahami
seringkali menjadi kendala bagi masyarakat dalam memahami hak dan
kewajibannya. Penyederhanaan bahasa dan terminologi ini dapat dilakukan
dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh
masyarakat awam/Bugis.?®

Keempat, perlu dilakukan peningkatan akses terhadap informasi dan
layanan hukum yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam . Masyarakat perlu
diberikan akses yang mudah terhadap informasi yang akurat dan terpercaya
tentang hukum kewarisan Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media,
seperti website, brosur, dan seminar. Layanan konsultasi hukum yang mudah
diakses juga perlu disediakan untuk membantu masyarakat terutama suku Bugis
dalam memahami dan mengurus warisan.

Kelima, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kemampuan petugas
yang terlibat dalam proses penerapan hukum kewarisan Islam . Petugas yang
terampil dan profesional akan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat,
efisien, dan efektif kepada masyarakat. Pelatihan dan pendidikan yang
berkelanjutan perlu diberikan kepada petugas untuk meningkatkan kemampuan

dan keahlian mereka.®® Dengan melakukan penyederhanaan prosedur, diharapkan

28 Nurdin, E. (2020). Penerapan Hukum kewarisan Islam di Indonesia: tantangan dan
solusi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 234-250.

Rahman, A. (2021). Penyederhanaan Prosedur Hukum di Indonesia: Studi Kasus
Hukum kewarisan Islam . Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 100-115.

%Sari, M. (2019). Pentingnya Akses Informasi Hukum bagi Masyarakat dalam Proses
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proses penerapan hukum kewarisan Islam dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan
efisien. Hal ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap hukum kewarisan
Islam  dan memperlancar proses pembagian harta warisan sesuai dengan
ketentuan syariat.

c.Penguatan Lembaga

Penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan
hukum kewarisan Islam , seperti Pengadilan Agama, merupakan langkah penting
untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris. Lembaga-lembaga
ini berperan krusial dalam memastikan keadilan dan kemaslahatan terwujud
dalam proses pembagian harta warisan. Namun, kinerja lembaga-lembaga ini
seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat pencapaian
tujuan tersebut. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lembaga menjadi sangat
penting.

Penguatan kapasitas lembaga dapat dilakukan melalui beberapa aspek.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Petugas dan hakim
di Pengadilan Agama perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum
kewarisan Islam , termasuk berbagai mazhab dan perbedaan pendapat di antara
para ulama. Mereka juga perlu memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan
mediasi yang baik untuk membantu para ahli waris dalam mencapai kesepakatan.
Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan
kompetensi SDM ini.

Kedua, peningkatan infrastruktur dan teknologi informasi. Pengadilan
Agama perlu dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, termasuk ruang
sidang yang nyaman, sistem administrasi yang terintegrasi, dan akses internet
yang cepat. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk mempercepat proses
penyelesaian sengketa waris, seperti sistem online untuk pendaftaran kasus,
pengarsipan dokumen, dan komunikasi antar pihak.>!

Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Pengadilan Agama

Waris Islam. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(3), 45-60.
81 Murtadho, A. (2014). Penerapan Hukum kewarisan Islam di Pengadilan Agama:
Antara Teori dan Praktik. Jurnal Al-Ahkam, 14(1), 1-20.
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perlu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses
penyelesaian sengketa waris. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga tersebut. Mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja juga
perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa waris
dikalangan suku Bugis berjalan dengan adil dan efektif.

Keempat, peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga.
Pengadilan Agama perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga-lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Agama, Notaris, dan
lembaga-lembaga keagamaan. Kerjasama antar lembaga akan mempermudah
akses informasi dan mempercepat proses penyelesaian sengketa waris.?

Kelima, peningkatan aksesibilitas layanan. Pengadilan Agama perlu
meningkatkan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, terutama bagi suku Bugis
yang tinggal di daerah terpencil atau kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan
melalui berbagai cara, seperti penyediaan layanan keliling, penggunaan teknologi
informasi, dan pemberian bantuan hukum.®®* Dengan melakukan penguatan
lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan hukum kewarisan Islam |,
diharapkan proses penyelesaian sengketa waris dapat berjalan lebih efektif dan
efisien. Hal ini akan meningkatkan kepastian hukum, menjamin keadilan, dan
mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.

d. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Ketidakkonsistenan dan kurangnya komprehensivitas dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam
merupakan kendala utama dalam penerapannya. Peraturan-peraturan yang saling
tumpang tindih, berbeda interpretasi, atau bahkan bertentangan satu sama lain,
menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi masyarakat Bugis, serta berpotensi
memicu konflik. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan perundang-undangan
menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem hukum kewarisan Islam yang

lebih konsisten, jelas, dan mudah dipahami. Harmonisasi peraturan perundang-

%2 Galim, H. S., & Azis, A. (2017). Manajemen Pengadilan Agama dalam Penyelesaian
Sengketa Waris. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(2), 213-230.

8 Setiawan, B. (2019). Peranan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Layanan
Publik di Pengadilan Agama. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 45-60.
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undangan dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, identifikasi dan
inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
hukum kewarisan Islam . Langkah ini penting untuk mengetahui peraturan-
peraturan mana saja yang relevan dan perlu diharmonisasikan. Inventarisasi ini
harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif, meliputi peraturan
perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah.

Kedua, analisis dan evaluasi terhadap setiap peraturan perundang-
undangan yang telah diidentifikasi. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi
ketidakkonsistenan, kelemahan, dan kekurangan dalam setiap peraturan. Analisis
ini harus dilakukan secara kritis dan objektif, mempertimbangkan berbagai aspek,
termasuk aspek hukum, sosial, dan budaya.

Ketiga, penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang lebih
komprehensif dan konsisten. Peraturan perundang-undangan baru ini harus
disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam yang benar dan adil,
serta mengakomodasi berbagai mazhab dan perbedaan pendapat di antara para
ulama. Peraturan ini juga harus mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.

Keempat, revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
Peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang dianggap tidak konsisten
atau tidak komprehensif perlu direvisi. Revisi ini harus dilakukan secara hati-hati
dan cermat, mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Kelima, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan
perundang-undangan yang telah diharmonisasikan. Sosialisasi dan edukasi ini
penting agar masyarakat memahami dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang baru. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti
seminar, workshop, dan publikasi.** Dengan melakukan harmonisasi peraturan
perundang-undangan, diharapkan sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia
akan menjadi lebih konsisten, komprehensif, dan mudah dipahami oleh
masyarakat Bugis. Hal ini akan meningkatkan kepastian hukum, menjamin

keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris.

% Mansur, M. (2021). Harmonisasi hukum kewarisan Islam di Indonesia: Permasalahan
dan solusi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 123-145.
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D. Simpulan

Penerapan hukum kewarisan Islam dalam masyarakat Bugis dihadapkan
pada sejumlah tantangan, antara lain konflik antar ahli waris, kurangnya
pemahaman masyarakat, perbedaan interpretasi, perbedaan sistem pembagian
warisan adat istiadat dengan hukum kewarisan Islam , dan peraturan perundang-
undangan yang kurang komprehensif. Konflik antar ahli waris seringkali dipicu
oleh Kketidaktahuan tentang hak dan kewajiban waris, prosedur hukum, dan
perbedaan mazhab. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan
Islam mengakibatkan praktik-praktik yang menyimpang dan konflik. Perbedaan
interpretasi antara mazhab dan pendapat ulama menimbulkan keraguan dan
perselisihan dalam menentukan hak waris. Sementara itu, adanya perbedaan
sistem pembagian warisan dalam suku Bugis dan kewarisan Islam serta peraturan
perundang-undangan yang kurang komprehensif, tidak spesifik, dan kurang
mengakomodasi perbedaan mazhab memperparah permasalahan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan beberapa solusi, yaitu
peningkatan sosialisasi dan edukasi, penyederhanaan prosedur, penguatan
lembaga, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Sosialisasi dan edukasi
yang efektif harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan bahasa yang
mudah dipahami dan interaktif. Penyederhanaan prosedur, baik persyaratan
administrasi, alur, dan terminologi hukum, akan meningkatkan aksesibilitas dan
efektivitas hukum kewarisan Islam . Penguatan kapasitas lembaga Pengadilan
Agama melalui peningkatan SDM, infrastruktur, transparansi, koordinasi, dan
aksesibilitas layanan akan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa waris.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui inventarisasi, analisis,
penyusunan peraturan baru, revisi, dan sosialisasi akan menciptakan sistem
hukum kewarisan Islam yang lebih konsisten, jelas, dan mudah dipahami di

kalangan suku Bugis.
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